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Palangka Raya, 04 Januari 2018
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KETUA,

SETYOBUDI, SH., MH
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BAB   I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

berfungsi  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan

berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  dengan  tugas  memeriksa,  memutus  dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas-tugas lain yang diberikan

dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman

pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum serta peraturan-peraturan

lain yang berkaitan dengan peradilan serta petunjuk JUKLAK/JUKNIS Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyelenggarakan proses

berperkara dengan memeriksa, memutus serta menyelesaikan setiap sengketa yang

diajukan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya.  Dengan  berprinsip

menyelenggarakan proses perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta

bebas korupsi,  kolusi,  dan nepotisme serta menjunjung tinggi  azas keadilan dan

kebersamaan.

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  bertugas  dan  berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang

atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

B. VISI DAN MISI



Visi

Visi  Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  Mewujudkan Supremasi

Hukum Melalui Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri, Efektif, Efesien Serta

Mendapatkan Kepercayaan Publik,  Profesional,  Dan Memberikan Pelayan

Hukum  Yang  Berkualitas,  Etis,  Terjangkau,  Dan  Biaya  Rendah  Bagi

Masyarakat  Serta  Menjawab Panggilan  Pelayanan  Publik.  Yang  bertujuan

agar  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya   menjadi  lembaga  yang

dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki

kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan

tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi 

Berdasarkan Visi tersebut diatas, Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya adalah :

1. Memperbaiki Akses Pelayanan Dibidang Peradilan Kepada Masyarakat.

2. Memperbaiki  Kualitas  Mewujudkan Rasa  Keadilan  Sesuai  Dengan

Undang-Undang Dan Peraturan Serta Keadilan Masyarakat.

3. Mewujudkan Peradilan  Yang  Mandiri  Dan  Independen  Tanpa  Campur

Tangan Pihak Lain.

4. Input Internal Pada Peradilan.

5. Mewujudkan Institusi Peradilan Yang Efektif, Efesien, Bermartabat Dan

Dihormati.

6. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Tidak Memihak Dan

Transparan.

Untuk  mewujudkan  Visi  dan  Misi  tersebut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara

Palangkaraya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan



Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui pendidikan formal dan informal

serta  mengarahkan dan  mendistribusian  pengetahuan  yang  ada  kepada

pegawai  bawahan  untuk  melaksanakan  tugas  di  setiap  bidang  masing-

masing.

Untuk  mencapai  Visi  dan  Misi  tersebut  perlu  dilakukan  beberapa hal  sebagai

berikut :

1. Menjaga  kemandirian  lembaga  peradilan  maksudnya  adalah  bahwa  syarat

utama terselenggaranya suatu proses peradilan  yang obyektif  adalah adanya

kemandirian  lembaga  yang  menyelenggarakan  peradilan,  yaitu  kemandirian

lembaga peradilan  sebagai  sebuah lembaga (kemandirian  institusional),  serta

kemandirian  hakim  dalam  menjalankan  fungsinya  (kemandirian

individual/fungsional).  Kemandirian  menjadi  kata  kunci  dalam  usaha

melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yang efektif. Sebagai

konsekuensi dari penyatuan atap, dimana lembaga peradilan telah mendapatkan

kewenangan atas urusan organisasi,   administrasi  dan financial  (konsep satu

atap),  maka fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  pengawasan organisasi,

administrasi  dan  financial  seluruh  lembaga  peradilan  di  Indonesia  harus

dijalankan  secara  baik.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  mengganggu

pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.  Hal  penting lain

yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis

kenerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari

APBN.  Kebutuhan  adanya  kepastian  ini  untuk  memberikan  jaminan

penyelenggaraan  pengadilan  di  seluruh  Indonesia.  Selain  kemandirian

institusional,  kemandirian  lembaga  peradilan  juga  mengandung  aspek



kemandirian  hakim  untuk  memutus  (kemandirian  individual/fungsional)  yang

terkait  erat  dengan  tujuan  penyelenggaraan  pengadilan.  Tujuan

penyelenggaraan  pengadilan  yang  dimaksud  adalah  untuk  menjamin  adanya

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap

manusia.  Selain  itu,  juga perlu  dibangun  pemahaman dan kemampuan yang

setara  di  antara  para  hakim  mengenai  masalah-masalah  hukum  yang

berkembang.

2.  Memberikan  pelayanan  hukum  yang  berkeadilan  kepada  pencari  keadilan

maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan

yang  dilakukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Adalah keharusan bagi setiap lembaga peradilan untuk meningkatkan pelayanan

publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para

pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena

adil  menurut  satu  pihak   belum  tentu  adil  bagi  pihak  lain.  Penyelenggaraan

peradilan  atau  penegakan  hukum  harus  dipahami  sebagai  sarana  untuk

menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan

yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.Perbaikan yang akan

dilakukan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya,  selain

menyentuh  aspek  yudisial,  yaitu  substansi  putusan  yang  dapat

dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif

sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya



pengumuman  jadwal  sidang  secara  terbuka  dan  pemberian  salinan  putusan,

sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan  kualitas  Kepemimpinan  Lembaga Peradilan  maksudnya  adalah

kualitas  kepemimpinan  lembaga  peradilan  akan  menentukan  kualitas  dan

kecepatan gerak perubahan lembaga peradilan. Dalam sistem satu atap, peran

pimpinan lembaga peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan

juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis  (kepemimpinan dan

manajerial).  Terkait  aspek  yudisial,  seorang  pimpinan  pengadilan

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang

dipimpinnya.  Untuk  area  non  teknis,  secara  operasional,  pimpinan  lembaga

peradilan  dibantu  oleh  pelaksana  urusan  administrasi.  Dengan  kata  lain,

pimpinan  lembaga  peradilan  harus  memiliki  kompetensi  yudisial  dan  non

yudisial.  Demi  terlaksananya  upaya-upaya  tersebut,  Pengadilan  Tata  Usaha

Negara  Palangka  Raya  menitikberatkan  pada  peningkatan  kualitas

kepemimpinan  lembaga  peradilan  dengan  membangun  dan  mengembangkan

kompetensi  teknis  yudisial  dan  non  teknis  yudisial  (kepemimpinan  dan

manajerial).

4. Meningkatkan  kredibilitas  dan  transparansi  lembaga  peradilan  maksudnya

adalah kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan merupakan faktor penting

untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga peradilan.

Upaya  menjaga  kredibilitas  akan  dilakukan  dengan  mengefektifkan  sistem

pembinaan,  pengawasan,serta  publikasi  putusan-putusan  yang  dapat

dipertanggungjawabkan,  selain  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  publik,



adanya  pengelolaan  organisasi  yang  terbuka,  juga  akan  membangun

kepercayaan pengemban kepentingan di dalam lembaga peradilan itu sendiri.

Melalui  keterbukaan informasi dan pelaporan internal,  personil  peradilan akan

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri

dengan  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  penghargaan  atau  hukuman  yang

mungkin  mereka  dapatkan.  Terlaksananya  prinsip  transparansi,  pemberian

perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat

dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional

dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS

Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada pada  Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui  pendidikan formal dan informal serta

mengarahkan  dan  mendistribusian  pengetahuan  yang  ada  kepada  pegawai

bawahan untuk melaksanakan tugas di setiap bidang masing-masing 



BAB   II
STRUKTUR  ORGANISASI (TUPOKSI)

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 
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Bagian Keuangan
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5.  Sub Bagian Perencanaan , Teknologi Informasi dan Pelaporan

NO URAIAN TUGAS
BATAS WAKTU

PELAKSANA
HARI KERJA JAM

1. PERENCANAAN ANGGARAN

 

Melakukan rapat koordinasi 
dalam rangka sinkronisasi dan 
pemantapan penyusunan RKA-
KL dengan masing-masing 
bagian dan  pemegang peran 
yang dipimpin oleh Ketua 
Pengadilan

1 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Penyusunan RKA-KL oleh 
petugas dengan arahan dari 
Ketua, Panitera dan Sekretaris

3 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Meminta 
persetujuan/penandatanganan 
Rencana Kerja Anggaran 
Satuan Kerja (RKA SK) tahun 
yang akan datang kepada 
Sekretaris selaku KPA dan 
Ketua Pengadilan

1 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Pengiriman RKA SK ke PT 
TUN untuk diteruskan ke MA 
RI guna dipakai sebagai dasar 
perhitungan/perencanaan pagu 
indikatif via e-mail

1 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 Catatan : 

 

Dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Anggaran dari seluruh 
satuan kerja melalui Pengadilan Tingkat Banding (PT TUN Jakarta).

 
Penyusunan RKA KL yang dilakuan oleh Mahkamah Agung RI hingga ditetapkannya pagu sementara.

    



NO URAIAN TUGAS
BATAS WAKTU

PELAKSANA
JAM HARI KERJA

2. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

 

Menghimpun data kebutuhan 
ATK dan sarana penunjang 
kerja dari Ketua, Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan tahun yang
akan datang

3 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Menyusun rencana kerja 
tahunan yang berhubungan 
dengan sarana dan prasarana

10 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Menyusun Program Kerja pada 
sub bagian perencanaan, TI dan
pelaporan setiap awal tahun

3 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

 
Melakukan pengecekan 
terhadap e-mail kantor

Setiap hari
Sesuai Kebutuhan

Sub Bagian IT

 

Melakukan pengecekan  dan 
memonitor beritadi website 
kantor

Setiap hari
Sesuai Kebutuhan

Sub Bagian IT

 
Pengiriman surat melalui E-
mail * Bila ada  Sub Bagian IT

 Update isi website * Bila perlu  Sub Bagian IT
 Update Aplikasi SIPP Setiap hari  Sub Bagian IT

 
Upload data kedalam Aplikasi 
SIPP

* Bila perlu
 

Sub Bagian IT

 

Upload perkara yang sudah 
putus, Banding, Kasasi dan PK 
ke direktori putusan

* Bila ada
 

Sub Bagian IT

 
Upload data perkara ke SMS 
Gateway

* Bila ada
 

Sub Bagian IT

 
Mengelola server dan aplikasi 
didalamnya

Setiap hari
Sesuai Kebutuhan

Sub Bagian IT

 
Pengelolaan Jaringan 
Komputer Setiap hari Sesuai Kebutuhan Sub Bagian IT

 Pengelolaan database Setiap hari Sesuai Kebutuhan Sub Bagian IT
 Sinkronisasi database Setiap hari Sesuai Kebutuhan Sub Bagian IT
 Publikasi Informasi Perkara Setiap hari  Sub Bagian IT

 
Melakukan pengiriman 
Laporan bulanan perkara

1 Hk
 

Sub Bagian IT

 Pengecekan Jaringan Internet Setiap hari Sesuai Kebutuhan Sub Bagian IT

 
Maintanance Peralatan 
komputer kantor

* Bila perlu
 

Sub Bagian IT

4.
PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI

SERTA  PELAPORAN



 

Membuat Laporan Triwulan 
berdasarkan PP No. 39 Tahun 
2006 tentang Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan

1 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Membuat Laporan Tahunan

5 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

 

Membuat Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP)

6 Hk

 

Kasubbag
Perencanaan,

TI dan
Pelaporan

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP)  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara

Palangka Raya Tahun 2017 antara lain : 

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Teknis (Non Hakim) (terlampir):

- Panitera (eselon III.a)

- Wakil Panitera (eselon III.b)

- Panitera Muda Perkara (eselon IV.a)

- Panitera Muda Hukum (eselon IV.a)

- Panitera Pengganti

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Non Teknis  dan staf (terlampir) :

- Sekretaris (eselon III.a) 

- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (eselon IV.a)

- Kepala  Sub  Bagian  Kepegawaian,  Organisasi  dan  Tata  Laksana

(eselon IV.a)

- Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan (eselon IV.a)

- Staf



B.  PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Untuk Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih

belum  melakukan  Akreditasi  Penjamin  Mutu.   Sesuai  intruksi  Ketua

Mahkamah Agung Republik  Indonesia kepada Direktur  Jenderal  Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan

akreditasi di  Lingkungan Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha

Negara maka pelaksanaan akreditasi dilakukan pada Tahun 2018 sesuai

Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata

Usaha  Negara  Nomor  :  1184/DJMT.3/B/9/2017  Tanggal  18  September

2017 Perihal Persiapan Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2018.   

- POSBAKUM (SATKER YANG MENDAPAT ALOKASI DAN REALISASI 

ANGGARAN)

Didalam DIPA Tahun Anggaran 2017 pagu anggaran untuk Pos Bantuan

Hukum sebesar Rp. 22.200.000,- selama 1 Tahun melalui Kegiatan Pos

Bantuan  Hukum  untuk  ATK  Posyankum  dan  Jasa  Konsultan  Hukum.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 19.200.000,- atau 85,49% dari pagu.

Untuk  Jasa  Konsultan  Hukum  menggunakan  Jasa  Peradi  sebagai

Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum.  

- SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

- PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)



Didalam DIPA Tahun Anggaran 2017 pagu anggaran untuk Perkara 

Prodeo sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 2 Perkara melalui Kegiatan 

Penyelesaian Perkara Prodeo untuk Biaya Perkara Prodeo.  Realisasi 

anggaran ini sebesar Rp. 0,- atau 0% dari pagu.  Hal ini dikarenakan tidak 

adanya perkara prodeo yang didaftarkan sehingga anggaran yang ada 

tidak dipakai.  



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  langsung

dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui  Panitera/Sekretaris

dengan  mengadakan Rapat  yang  dilaksanakan  setiap  awal  bulan  baik  bidang

kesekretariatan maupun bidang kepaniteraan.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Ketua, Wakil Ketua, Hakim :

 Ketua 1 orang

 Hakim 5 orang

b. Pejabat Kepaniteraan :

 Panitera 1 orang

 Panitera Muda Perkara 1 orang

 Panitera Muda Hukum 1 orang

 Panitera Pengganti 5 orang

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

a. Pejabat Struktural :

 Sekretaris 1  orang

 Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi 1   orang
dan Tata Laksana

 Kasub Bagian Umum dan Keuangan 1  orang

 Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi 1  orang



Informasi dan Pelaporan

b. Staf  :

 Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 orang

 Panitera Muda Hukum 1 orang

c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (tenaga honorer)  :

 Satpam 3 orang

 Supir 2 orang

 Cleaning service 5 orang

Jumlah pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebanyak 20 (dua

puluh) orang yang terdiri dari Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial  sebanyak 14

(emat belas) Orang  dan Sumber Daya Manusia Non  Teknis  Yudisial sebanyak  6

(enam) Orang dengan rincian pangkat /golongan ruang sebagai berikut :

1. Teknis Yudisial  ada 14 (empat belas) orang :

-  Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) 1 orang

-  Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) 0 orang

-  Golongan Pembina Tk. I (IV/b) 0 orang

-  Golongan Pembina (IV/a) 1 orang

-  Golongan Penata Tk. I (III/d) 3 orang

-  Golongan Penata (III/c) 6  orang

-  Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) 3 orang

-  Golongan Penata Muda (III/a) 0 orang



2. Non Teknis Yudisial  ada 6 (enam) orang :

-  Golongan Pembina (IV/a) 0 orang

-  Golongan Penata Tk. I (III/d) 3 orang

-  Golongan Penata (III/c) 0    orang

-  Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) 3 orang

-  Golongan Penata Muda (III/a) 0 orang

-  Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b) 0 orang

- Rekruitmen

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  tidak  pernah

menyelenggarakan rekruitmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Untuk  menutupi  kekurangan  pegawai,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara

Palangka  Raya   memperkerjakan  tenaga  honorer  sebanyak  10 (sepuluh)

orang yang pembiayaannya bersumber dari DIPA.

- Mutasi

Mutasi yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama

Tahun 2017 diantara lain :

Mutasi Masuk

 EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :

637/Djmt/SK/KEP/11/2017 Tanggal  10  November  2017 alih  tugas  dari



jabatan  lama  Hakim  PTUN Surabaya menjadi  Wakil  Ketua PTUN

Palangka Raya (Belum dilantik).

 FRANS CH. SUBROTO, S.H

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :

637/Djmt/SK/KEP/11/2017 Tanggal  10  November  2017  alih  tugas  dari

jabatan lama Hakim PTUN Ambon menjadi Hakim PTUN Palangka Raya

(Belum melaksanakan tugas).

Mutasi Keluar

 ASLAMIA, S.H

Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :

637/Djmt/SK/KEP/11/2017 Tanggal  10  November  2017 alih  tugas  dari

jabatan lama Hakim PTUN Palangka Raya menjadi Hakim  PTUN Jambi.

 ACH SUAIDI, S.H

Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :

583/Djmt/KEP/10/2017 Tanggal  17 Oktober 2017 alih tugas dari jabatan

lama  Panitera  PTUN Palangka  Raya menjadi  Panitera  PTUN

Banjarmasin.

-        Usul Jabatan



 Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  pada  Tahun  2017

melakukan  usulan   jabatan  berdasarkan  Surat  Ketua  Pengadilan  Tata

Usaha Negara Palangka Raya Nomor  :  W2-TUN6/214/KP.04.12/II/2017

tanggal 22 Pebruari 2017 perihal Usul Jabatan Panitera Pengganti PTUN

Palangka Raya a.n. HERNADI NATANAEL, S.H.

 Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  pada  Tahun  2017

melakukan  usulan   jabatan  berdasarkan  Surat  Ketua  Pengadilan  Tata

Usaha Negara Palangka Raya Nomor :  W2-TUN6/475/KP.04.12/VI/2017

tanggal  19  Juni  2017 perihal  Usul  Jabatan  Panitera  Pengganti   a.n.

ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.

-        Promosi   Jabatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2017 melakukan

usulan promosi  jabatan  berdasarkan Surat  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha

Negara Palangka Raya Nomor :  W2-TUN6/583/KP.04.12/VIII/2017 tanggal

08  Agustus  2017 perihal  Usul  Jabatan  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan

Keuangan PTUN Palangka Raya, antara lain : 

 HERNADI NATANAEL, S.H

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan PTUN Palangka Raya.

 WIWIK KRISNAWATI, S.Kom

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan PTUN Palangka Raya.



 ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan PTUN Palangka Raya.

Dan  atas  usulan  jabatan  tersebut  maka  berdasarkan Surat  Ketua

Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta Nomor  :  W2-

TUN/871/KP.04.6/9/2017 tanggal  26 September  2017 Perihal Hasil Rapat

Baperjakat PT.TUN Jakarta  merekomendasikan antara lain :

 Tim Baperjakat merekomendasikan :

- Usulan Sdri. WIWIK KRISNAWATI, S.Kom di usulkan menjadi Kepala

Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palangka Raya

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk mengisi kekosongan

Jabatan  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Keuangan,  maka  nama

tersebut  diatas  kami  anggap  mampu  dan  cakap  untuk  menduduki

Jabatan  dimaksud  dan  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan

pasal 5 PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor

100 tahun 2000.

-        Pelantikan

 Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :

475/Djmt/KEP/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016  antara lain :

- PATAR SIPAHUTAR, S.H



Dilantik  dari  jabatan  lama  Panitera  Muda  Hukum  ke  jabatan  baru

sebagai Panitera Muda Perkara PTUN Palangka Raya

- RUSMINI SIAGIAN, S.H

Dilantik  dari  jabatan lama Panitera  Muda Perkara  ke  jabatan baru

sebagai Panitera Muda Hukum  PTUN Palangka Raya

- ADITYA APRIZA, S.H

Dilantik dari Staf ke jabatan baru sebagai Panitera Pengganti PTUN

Palangka Raya

     Yang  dilantik  oleh  Ketua  PTUN  Palangka  Raya  pada  tanggal  07

Pebruari 2017.

 Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

42B/SEK/Kp.I/SK/IV/2017 Tanggal 03 April 2017  antara lain :

- HERU PAMUNGKAS, S.T

Dilantik dari jabatan lama Kasubbag Umum dan Keuangan ke jabatan

baru sebagai Sekretaris PTUN Palangka Raya

Yang dilantik oleh Ketua PTUN Palangka Raya pada tanggal 10 Juli

2017.

- PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H

Dilantik  dari  jabatan lama Staf  ke  jabatan baru  sebagai  Kasubbag

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka Raya

Yang dilantik oleh Ketua PTUN Palangka Raya pada tanggal 10 Juli

2017.

 Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :

583/Djmt/KEP/10/2017 Tanggal 17 Oktober 2017.

- YUSRAN IBERAHIM, S.H

Dilantik  dari  jabatan  lama Wakil  Panitera  ke  jabatan  baru  sebagai

Panitera PTUN Palangka Raya



Yang  dilantik  oleh  Ketua  PTUN  Palangka  Raya  pada  tanggal  05

Desember  2017.

 Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

207/SEK/Kp.I/SK/XI/2017 Tanggal 21 November 2017.

- WIWIK KRISNAWATI, S.Kom

Dilantik  dari  jabatan lama Staf  ke  jabatan baru  sebagai  Kasubbag

Umum dan Keuangan PTUN Palangka Raya

Yang  dilantik  oleh  Ketua  PTUN  Palangka  Raya  pada  tanggal  05

Desember  2017.

- PENSIUN

 

Dalam Tahun 2017  pengajuan  usulan  pensiun/purnatugas di  Pengadilan  Tata

Usaha Negara Palangka Raya Nihil.

- DIKLAT TEKNIS/NON TEKNIS

Pada Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengikut

sertakan sumber daya manusia yang ada didalamnya untuk mengikuti berbagai

kegiatan diklat dan bimbingan teknis diantaranya sebagai berikut :

 Bimbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Peradilan bagi Para Panitera

di Lingkungan PTUN Seluruh Indonesia (a.n Ach. Suaidi, SH)

 Pendidikan Yudisial Berkelanjutan (CJE) Sengketa TUN Khusus untuk PTUN

Tahun 2017 (a.n Setyobudi, SH, MH)

 Pelatihan Pemantapan Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Angkatan 10 Bagi Hakim (a.n Misbah Hilmy, SH)



 Pelatihan Pemantapan Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Angkatan 10 Bagi Hakim (a.n Rahman H.B.S, SH., MKn)

 Bimbingan  Teknis  Ketatalaksanaan  Perkara  TUN Panmud  Perkara  PTUN

(a.n Patar Sipahutar, SH)

 Bimbingan  Teknis  Ketatalaksanaan  Perkara  TUN Panmud  Perkara  PTUN

(a.n Ratna Kartiani Sianipar, SH)

 Pelatihan Berkelanjutan Kapita Selekta Sengketa TUN pada PTUN (a.n Ros

Endang Naibaho, SH)

 Pelatihan  Pemaknaan  KEPPH Angkatan  VII  bagi  Hakim  (a.n  Setyobudi,

SH., MH)

 Workshop Replikasi ESKUM dan ATR (a.n Wiwik Krisnawati, S.Kom)

 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera /Panitera Pengganti di

Lingkungan PTUN (a.n Boby Cahyadi, SH dan Aditya Apriza, SH)

 Pendidikan  dan  Pelatihan  Teknis  Fungsional  Hakim  Khusus  Pilkada  bagi

Hakim PTUN (a.n Setyobudi, SH., MH dan Rahman H.B.S, SH., Mkn)

 Bimbingan Teknis  Hakim Khusus Pemilu  (a.n Ros Endang Naibaho,  SH

dam Misbah Hilmy, SH)

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Sisa perkara tahun 2016, perkara yang masuk, Dismissal, Putus dan dicabut

pada tahun 2017



a. Sisa perkara tahun 2016  berjumlah 6 (Enam) Perkara (Lampiran III.a).
b. Perkara  masuk  tahun  2017  berjumlah  43  (Empatpuluh  Tiga)  Perkara

(Lampiran III.b).
c. Dismissal   Nihil .
d. Perkara  putus  tahun  2017  berjumlah  28  (Duapuluh  Delapan)  Perkara

(Lampiran III.c)
e. Perkara yang dicabut tahun 2017 berjumlah 6 (Enam)  (Lampiran III.d)
f. Sisa Perkara yang belum diminutasi berjumlah 15 (Limabelas) perkara.

2. Perkara Banding yang diajukan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 banding yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata

Usaha  Negara  Palangka  Raya  berjumlah  14  (Empatbelas)  Perkara   dan

Perkara Banding yang putus sebanyak 12 (Duabelas)  , Perkara Banding yang

dicabut 1 (Satu) perkara (Lampiran IV).

3. Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 perkara kasasi yang masuk berjumlah 8 (Delapan) perkara ;

Perkara Kasasi yang putus sebanyak 2 (Dua) perkara (Lampiran V).

4. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 Perkara PK yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya Nihil (Lampiran VI).

5. Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2017.

Pada  tahun  2017  Permohonan  Eksekusi  yang  diajukan  oleh  para  pihak  di

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  berjumlah  3  (Tiga)  perkara

(Lampiran VII).
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus sebanyak 15 Perkara
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 28 Perkara



- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan

PK sebanyak 14 (empatbelas) perkara 
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi Nihil (bukan kewenangan

PTUN)
- Jumlah  perkara  anak  yang  berhasil  melalui  diversi  Nihil  (bukan

kewenangan PTUN).

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dukungan sarana dan prasarana ( fasilitas ) yang memadai merupakan salah satu

faktor pendukung pelaksana tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksana

pekerjaan antara lain adalah : 

1.  Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata

Usaha Negara Palangka Raya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 900 M2.

- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan Ketua

dan Wakil Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).

- 3 buah Mobil Dinas yang terdiri dari 3 Mobil Dinas milik Pengadilan Tata

Usaha Negara.

- 9  buah  Sepada  Motor  yang  semuanya  milik  Pengadilan  Tata  Usaha

Negara Palangka Raya

a). Pengadaan.



Pada Tahun Anggaran 2017 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2017

Tanggal 07 Desember 2016 sampai revisi 1 terdapat pengadaan barang

dan jasa yaitu :
- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp.  40.000.000;

- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp.  57.000.000;
Pendukung SIPP

 
b). Pemeliharaan.

-  Gedung-Bangunan dan Halaman     Rp. 69.299.000;
dan Rumah Dinas

- Kendaraan Roda 4 Rp. 85.704.000;
-  Kendaraan Roda 2 Rp. 32.400.000;
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.   26.650.000;
- Perawatan Peralatan Instalasi IT Rp.     3.363.000;
-  Langganan Daya Dan Jasa Rp. 112.600.000;

c).  Penghapusan
Penghapusan untuk tahun 2017 tidak ada.

I. Daftar Inventaris Per 31 Desember 2017 Berupa :

Bangunan

Bangunan  gedung  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya

dibangun berdasarkan DIP Nomor :  063/XIII/3/-/1995, tanggal  28 Maret

1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp.  443.200.000,-  dan

dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. 

II. Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

- Ruang Ketua

Ukuran = 9 x 4 = 36 M2

Jumlah Hakim = 1 Orang

- Ruang Wakil Ketua 



Ukuran = 9 x 4 = 36 M2.

Jumlah Hakim = 1 Orang

- Ruang Hakim

Ukuran = 13,5 x 6 = 81 M2.

Jumlah Hakim = 5 Orang

- Ruang Panitera / Sekretaris

Ukuran = 3,5 x 6,4 = 22,4 M2.

Jumlah Pegawai = 1 Orang

- Ruang Wakil Panitera 

Ukuran = 4,5 x 5 = 22,5 M2.

Jumlah Pegawai = 1 Orang

- Ruang Wakil Sekretaris 

Ukuran = 4,5 x 5 = 22,5 M2.

      Jumlah Pegawai = 1 Orang

-     Ruang Panmud Perkara 

Ukuran = 67,5 x 6 = 40,5 M2.

Jumlah Pegawai = 4 Orang

-     Ruang  Panmud Hukum 

Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M2.

Jumlah Pegawai = 3 Orang

- Ruang Kepegawaian 

Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M2.

Jumlah Pegawai = 1 Orang 



- Ruang Umum 

Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M2.

Jumlah Pegawai = 3 Orang 

- Ruang Keuangan

Ukuran = 5,89 x 3,88 = 22,8 M2.

Jumlah Pegawai = 3 Orang 

- Tenaga Honorer 

Jumlah Pegawai = 9 Orang 

- Ruang Pemeriksaan Persiapan 

Ukuran = 14 x 6 = 84 M2.

- Ruang Sidang Utama

Ukuran = 15 x 10 = 150 M2.

Bangunan Gedung Kantor  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Palangka

Raya dikuasai  sendiri  berdasar  DIP No.  063/XIII/3/-/1995 tanggal  28 Maret

1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp.

443.200.000,-

Bangunan  Rumah  Dinas  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka

Raya dikuasai  sendiri  berdasar  DIP No.  051/XIII/3/-/1996 tanggal  30 Maret

1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp.

206.700.000,- 

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha

Negara  Palangka  Raya  dikuasai  sendiri  berdasarkan  DIP  Nomor  :

085/XIII/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp. 221.464.000,- ;



2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus  terhadap  sarana  dan  prasarana  fasilitas  gedung  kantor

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berdasarkan anggaran yang

tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2017, telah dilakukan pengadaan sebagai

berikut :

a).  Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2017 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2017

Tanggal 07 Desember 2016 sampai revisi 1 terdapat pengadaan barang

dan jasa yaitu :
-  Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp.    40.000.000;

- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp.    47.000.000;
Pendukung SIPP

b).   Pemeliharaan

-  Gedung-Bangunan dan Halaman     Rp. 69.299.000;
dan Rumah Dinas

- Kendaraan Roda 4 Rp. 85.704.000;
-  Kendaraan Roda 2 Rp. 32.400.000;
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.   26.650.000;
- Perawatan Peralatan Instalasi IT Rp.     3.363.000;
-  Langganan Daya Dan Jasa Rp. 112.600.000;

c).  Penghapusan

Penghapusan barang inventaris untuk tahun 2017 tidak ada.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan  Presiden  RI  No.  71  Tahun  2010  tentang  standar  Akuntansi

Pemerintahan;

5. Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2013 Tentang Anggaran  Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

6. Peraturan  Presiden  RI  No.  70  tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas

Peraturan  Presiden   No.  54  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7. DIPA BUA  Tahun  Anggaran  2017  No.  DIPA-005.01.2.578843/2017 Tanggal

07  Desember 2016 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2017 No. DIPA-

005.05.2.578844/2017 Tanggal 07 Desember 2017;

8. Surat  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI  No  :  365/PA/SK/XII/2016

Tanggal  13  Desember  2015  Tentang  Penunjukan Pejabat  Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa  Pengguna  Barang  pada  Satuan  Kerja  di  Lingkungan

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 

Pengadilan Tata Usaha Negara  Palangka Raya  melalui DIPA Tahun 2017

No. No. DIPA-005.01.2.578843/2017 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2017 Tanggal

07 Desember 2017 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi

dan sub fungsi kegiatan seperti   :

1. Program  Dukungan  Manajemen  dan  Pelaksanaan  Tugas  Teknis  Lainnya

Mahkamah Agung  (005.01.01).



Dalam  Program  Dukungan  Manajemen  dan  Pelaksanaan  Tugas  Teknis

Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan  :

 Pembinaan  Administrasi  dan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Urusan

Administrasi (1066) dengan keluaran :

 Layanan  Dukungan  Manajemen  Pengadilan  (1066.001)  dengan  sub

keluaran : 

 Belanja Barang Non Operasional Perkantoran (1066.001.051).

 Layanan Perkantoran (1066.994.001) dengan sub keluaran :

 Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) 

 Penyelenggaraan  Operasional  dan  Pemeliharaan  Perkantoran

(1066.994.002) dengan sub keluaran :

 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)

2. Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Mahkamah  Agung

(005.01.02).

Dalam  Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Mahkamah

Agung terdapat kegiatan : 

 Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung

(1071) dengan keluaran :

 Layanan Internal (1071.951) dengan sub keluaran : 

 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (057).  dengan sub

keluaran  :  Pengadaan  Alat  Pengolah  Data  dan  Komunikasi

Pendukung Kesekretariatan



 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

(060).   dengan  sub  keluaran  :  Pengolah  Data  dan  Komunikasi

Pendukung SIPP dan Alat Komunikasi  dan Pengolah Data Untuk

Sarana Eskum dan ATR.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

(005.05.09).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  dan Tata Usaha

Negara terdapat kegiatan  : 

 Peningkatan  Manajemen  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (1059)  dengan

keluaran : 

 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu

(1059.001) dengan sub keluaran :

 Melaksanakan Persiapan Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama

dan Banding yang Tepat Waktu yaitu Konsumsi Persidangan dan

Pengamanan Perkara (051).

 Perkara  Peradilan  TUN  Yang  Di  Selesaiakan  Melalui  Pembebasan

Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :

 Melaksanakan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan

TUN yaitu Biaya Perkara Prodeo (051)

 Layanan  Pos  Bantuan  Hukum  Di  Lingkungan  Peradilan  TUN

(1059.003) dengan sub keluaran : 

 Operasional Pos Pelayanan Hukum yaitu ATK Posyankum dan Jasa

Konsultasi Hukum (051)



Pengadilan Tata Usaha Negara  Palangka Raya  melalui  DIPA BUA Tahun

2017 No.  DIPA-005.01.2.578843/2017 Tanggal 07 Desember 2016 dengan nilai

pagu  awal  Rp.  4.672.688.000,- mengalami  revisi  DIPA  sebanyak  1  kali,

Sedangkan untuk DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2017 Tanggal 07

Desember 2017 dengan nilai pagu Rp. 26.700.000,- tidak ada melakukan revisi

anggaran.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2017 tanggal 07

Desember 2017 sampai pada Revisi ke-1 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-

005.05.2.578844/2017 tanggal 07 Desember 2017 menurut Program, Kegiatan dan

Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program  Dukungan  Manajemen  dan  Pelaksanaan  Tugas  Teknis  Lainnya

Mahkamah  Agung  (005.01.01).  Pembinaan  Administrasi  dan  Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

 Layanan  Dukungan  Manajemen  Pengadilan  (1066.001)  dengan  sub

keluaran : 

 Belanja Barang Non Operasional Perkantoran (051) dengan nilai pagu

DIPA Rp. 122.608.000,-.

 Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :

 Pembayaran  Gaji  dan  Tunjangan  (001)  dengan  nilai  pagu  DIPA

Rp. 3.717.304.000,-

 Penyelenggaraan Operasional  dan  Pemeliharaan  Perkantoran  (002)

dengan nilai pagu DIPA Rp. 735.776.000,-



2. Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Mahkamah  Agung

(005.01.02).

Dalam  Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Mahkamah

Agung terdapat kegiatan : 

 Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung

(1071) dan Sub Kegiatan Layanan Internal (overhead) (1071.951) dengan

keluaran :

 Pengadaan  Alat  Pengolah  Data  dan  Komunikasi  (1071.057)  dengan

pagu DIPA Rp. 40.000.000,-

 Pengadaan  Alat  Pengolah  Data  dan  Komunikasi  (1071.060)  dengan

pagu DIPA Rp. 57.000.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

(005.05.09). 

 Peningkatan  Manajemen  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (1059)  dengan

keluaran : 

 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu

(1059.001) dengan sub keluaran :

 Melaksanakan Persiapan Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama

dan Banding yang Tepat Waktu dengan pagu DIPA Rp. 3.500.000,-

 Perkara  Peradilan  TUN  Yang  Di  Selesaiakan  Melalui  Pembebasan

Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :

 Melaksanakan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan

TUN dengan pagu DIPA Rp. 1.000.000,-



 Layanan  Pos  Bantuan  Hukum  Di  Lingkungan  Peradilan  TUN

(1059.003) dengan sub keluaran : 

 Operasional  Pos  Pelayanan  Hukum  dengan  pagu  DIPA  Rp.

22.200.000,-   

Dalam  mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi

3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja

Pegawai seperti  Gaji  Pegawai,  Tunjangan istri/suami,

Tunjangan  anak,  Tunjangan  Jabatan  (Struktural/

Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.

2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja

setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari  kantor

seperti Belanja Keperluaan Perkantoran (ATK, internet,

Satpam,  Sopir  dan  Pesuruh),  Belanja  Perjalanan

Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan

Aset Bergerak  dan Belanja lainnya.

3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja

Pengadaan  Perlengkapan  Sarana  Gedung,  Belanja

Pengadaan  Meubelair,  Belanja  Pengadaan  Alat

Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor

(Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam

mengelola  keuangan  negara  melalui  2  DIPA  Tahun  2017 No.  DIPA-



005.01.2.578843/2017 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2017 Tanggal 07 Desember

2016 dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

D.1. Belanja Pegawai 

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat

ini  20 Pegawai  dan  Hakim  telah  lakukan  penganggaran untuk  gaji,

honorarium  dan  tunjangan  dalam  DIPA No.  DIPA-005.01.2.578843/2017

revisi  ke  1 Tahun  Anggaran  2017 sebesar  Rp.  3.717.304.000,-.   Dalam

pelaksanaan  DIPA selama  Tahun  Anggaran  2017 telah  menyerap  dana

sebesar                              Rp. 3.042.156.751,- dan Pengembalian sebesar

Rp.  370.174,-  sehingga  terjadi  realisasi  dibawah  anggaran  sebesar  Rp.

675.517.423,- atau sebesar 81,84% dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang 

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis

pakai  untuk  memperlancar  tugas  pokok  dan  fungsinya  telah  lakukan

pengusulan  untuk  belanja  barang  dalam  DIPA  BUA  No.  DIPA-

005.01.2.578843/2017 Tahun  Anggaran  2017 sebesar  Rp.  858.384.000,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata

Usaha  Negara  Palangka  Raya  selama   Tahun  Anggaran  2017 telah

menyerap dana DIPA BUA sebesar  Rp.  712.621.400,- dan Pengembalian

sebesar Rp. 0,-  sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp.

145.762.600,-  atau sebesar  83,02% dari  pagu DIPA BUA.  Hal  ini  terjadi

karena  disesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan  sehingga



mempengaruhi  jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan.  Adapun

Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :

 Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 326.532.850,-

atau 91,99% yang terdiri dari belanja :

 Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 259.934.100,-

atau 97,51% dari pagu DIPA.

 Belanja Pengiriman Surat  Dinas Pos Pusat  terserap sebesar  Rp.

3.707.500,- atau 41,19% dari pagu DIPA.

 Belanja Honor Operasional  Satker  sebesar Rp. 40.520.000,-  atau

82,16% dari pagu DIPA.

 Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 22.371.250,- atau

73,59

 Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 34.405.300,-

atau 134,11% terdiri dari belanja :

 Belanja  Barang  Persediaan  Barang  Konsumsi  terserap  sebesar

Rp. 34.405.300,- atau 143,11% dari pagu DIPA.

 Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 42.788.870,-  atau 54,86%

terdiri dari belanja :

 Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 41.803.703,- atau

58,06% dari pagu DIPA.

 Belanja  Langganan Telepon terserap sebesar  Rp.  985.167,-  atau

16,42% dari pagu DIPA.



 Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 211.142.231,- atau

75,84%  terdiri dari belanja :

 Belanja  Biaya  Pemeliharaan  Gedung  dan  Bangunan  terserap

sebesar Rp. 47.599.00,- atau 68,69% dari pagu DIPA.

 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

terserap sebesar Rp. 21.022.331,- atau 87,59% dari pagu DIPA 

 Belanja  Biaya  Pemeliharaan  Gedung  dan  Bangunan  Lainnya

terserap sebesar Rp. 25.461.500,- atau 70,73% dari pagu DIPA. 

 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar

Rp. 116.004.400,- atau 80,14% dari pagu DIPA.

 Belanja  Biaya  Pemeliharaan  Jaringan  terserap  sebesar  Rp.

1.055.000,- atau 24,18% dari pagu DIPA.

 Belanja  Barang  Non  Operasional  (5212)  terserap  sebesar  Rp.

4.405.300,- atau 33,34 % dari pagu DIPA.

 Belanja  Perjalanan  Dalam  Negeri  (5241)  terserap  sebesar  Rp.

93.346.849,- atau 89,25% dari pagu DIPA.

  Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2017 Tahun

Anggaran  2017 sebesar  Rp.  26.700.000,-,  realisasi  anggaran  Rp.

19.200.000,- atau  71,91% dari pagu DIPA.  hal ini disebabkan karena ATK

Hukum dan Konsumsi Persidangan tidak ada digunakan dan  penanganan

perkara prodeo tidak ada karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga

dana yang ada tidak dapat digunakan. 

D.3. Belanja Modal 



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas

pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk

belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA

BUA  No.  DIPA-005.01.2.578843/2017 Tahun  Anggaran  2017 terdapat

anggaran belanja modal dengan realisasi Rp. 93.150.000,- atau 96,03% dari

pagu DIPA.

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2017 PER 31 DESEMBER
2017

(dalam Rupiah)

No. Uraian Anggaran Realisasi
Realisasi diatas/

(dibawah)
Anggaran

% Realisasi
Anggaran

1. Bel. Pegawai (01)

3.717.304.000,

-

3.041.786.577,

- (675.517.423,-) 81,84

2. Bel. Barang (01) 858.384.000,- 712.621.400,- (145.762.600,-) 83,02

Bel. Barang  (05) 26.700.000,- 19.200.000,- (7.500.000,-) 71,91

3. Bel. Modal (01) 97.000.000,- 93.150.000,- (3.850.000,-) 96,03

Jumlah Belanja
4.699.388.000,

-
3.866.757.977,- (832.630.023,-) 82,28

DAFTAR REALISASI PNBP 2 DIPA PER 31 DESEMBER TAHUN 2017
(dalam Rupiah)

No. Uraian Target Realisasi
Realisasi diatas/

(dibawah)
Anggaran

%
Realisasi
Anggaran



1. DIPA 01 0,- 15.612.466,- 0,- 100,00

2. DIPA 05 12.000.000,- 5.202.600,- 6.797.400,- 43,36

Jumlah 12.000.000,- 20.815.066,- 6.797.400,- 173,46

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

1.  Perangkat keras 

Pada Tahun 2017 terdapat pengadaan perangkat keras teknologi informasi

dengan perangkat yang ada bagian IT tetap berusaha keras agar tetap tidak

ketinggalan  informasi  baik  yang  datang  dari  Mahkamah  Agung  RI,  Dirjen

Badilmiltun  dan Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha Negara Jakarta  serta  tetap

berusaha  agar  jaringan  internet  yang  ada  tetap  stabil  sehingga  dapat

meningkatkan kinerja  dari  Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Adapun perangkat keras yang dipakai untuk menunjang teknologi informasi

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- 2 unit UPS ICA CE 1200

- 1 unit UPS Kenika

- 1 Unit Printer Canon Pixma MX347

- 1 Unit Scanner Fujitsu Scan SP1130

- 1 unit Server HP ML 350

- 1 Unit Server Inspur

- 1 Unit Server Fujitsu

- 1 Unit Router D-Link



- 1 Unit Router Mikrotik RB 1100 AHX2

- 1 Unit Hub 16 Port D-Link DGS 1016D

- 1 Unit Kabel UTP

- 1 Unit Kabel UTP

- 1 Unit Wireless Access Point TP Link

- 1 Unit Software Komputer Jogya Camp

- 1 Unit Software Komputer

Adapun perangkat keras yang baru tersedia dari belanja modal tahun anggaran 

2016 antara lain :

- 1 Unit Tele Conference Cam

- 1 Unit Rack Server

- 1 Unit Camera

- 1 Unit Televisi 50 Inci untuk Meja Informasi

- 2 Unit Hardisk Eksternal

- 1 Unit UPS

- 1 Unit Printer

- 2 Unit Laptop

- 1 Unit PC

Dan perangkat keras yang baru dari belanja modal tahun anggaran 2017 antara 

lain :

- 1 Paket ATR (Audio to Text Recording)

- 1 Paket  E-SKUM (Electronic SKUM)



2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat Lunak yang dipakai untuk menunjang teknologi informasi

adalah sebagai berikut :

- Website PTUN Palangkaraya dengan alamat www.ptun-palangkaraya 

go.id

- Aplikasi SIPP Versi 3.20 (selalu diperbaharui)

Adapun isi perangkat lunak yang ada akan selalu diperbaiki sesuai dengan

keperluan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. 

F. REGULASI TAHUN 2017 

1. SUB BAGIAN PERKARA

a. Administrasi Perkara

Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya

meliputi  :  Penerimaan  Perkara,  Biaya  Perkara,  Persiapan  Persidangan,

Persidangan, Berkas dan Register, Laporan dan Pengarsipan.

PENERIMAAN PERKARA

Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

1. Petugas pada meja pertama bertanggung jawab untuk menerima gugatan dan

gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal.

2. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran sekurang-kurangnya antara

lain  surat  gugatan  atau  surat  gugatan  perlawanan,  surat  kuasa  khusus,

fotocopy kartu advokat  kuasa hukum yang bersangkutan dan fotocopy surat

keputusan TUN yang menjadi objek sengketa.



3. Petugas pada meja pertama memeriksa kelengkapan berkas setelah selesai

diperiksa diteruskan kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas

telah lengkap/tidak lengkap.

4. Apabila berkas tidak lengkap Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas

supaya kuasanya dapat melengkapi kekurangannya.

5. Pada berkas perkara yang telah lengkap, Kasir memberikan Slip Penyetoran

BRI dan diserahkan kepada Penggugat/Kuasanya agar membayar jumlah uang

panjar  yang  tercantum  dalam  Slip  Penyetoran  ke  Rekening  BRI  Cabang

Palangka Raya Nomor : 0243-01-002022-30-5.

6. Penggugat /Kuasanya memfotocopy sebanyak 2 lembar Slip Penyetoran BRI

dan  menyerahkan  1  lembar  fotocopynya  kepada  Kasir  dan  slip  yang  asli

dimasukkan kedalam berkas gugatan.

7. Setelah  menerima fotocopy slip  pembayaran  Kasir  mencatat  kedalam Buku

Jurnal  Keuangan  Perkara  kemudian  membayarkan  Hak-Hak  Kepaniteraan

kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.

8. Petugas pada meja  kedua mencatat  perkara yang masuk kedalam Register

Induk Perkara.

Pendaftaran Perkara Banding

1. Meja pertama menerima pendaftaran permohonan banding. Kemudian berkas

perkara diserahkan petugas meja pertama kepada Panitera Muda Perkara .

Permohonan  banding  dapat  diajukan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari

terhitung  setelah  putusan  diucapkan  atau  setelah  putusan  diberitahukan

kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

2. Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI Cabang

Palangka  Raya  Nomor  :  0243-01-002022-30-5.  Setelah  membayar

http://www.ptun-palangkaraya/


Pembanding memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli untuk berkas dan 1

lembar fotocopy slip untuk Kasir. 

3. Kasir kemudian membukukan panjar biaya Perkara Banding pada Buku Jurnal

Keuangan Perkara Banding dan Buku Kas Bantu kemudian membayarkan Hak-

Hak Kepaniteraan kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.

4. Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan Petugas meja kedua

mencatat  permohonan  banding  tersebut  dalam  Register  Induk  Perkara  dan

Register Banding.

5. Permohonan  banding  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  harus  telah

disampaikan  kepada  lawannya  tanpa  perlu  menunggu  diterimanya  memori

banding.  Petugas  meja  kedua  mencatat  tanggal  penerimaaan  memori  dan

kontra  memori  banding  dalam  Register  Induk  Perkara  dan  Buku  Register

Permohonan Banding.

6. Dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas

banding  harus  sudah  dikirim  ke  PT.TUN  dan  biaya  perkara  banding  untuk

PT.TUN dikirim melalui Rekening BRI Kantor Cabang Kramat  Nomor : 0335-

01-002069-30-0. Tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan

pengiriman berkas.

7. Pencabutan  permohonan  banding  diajukan  kepada  Ketua  PTUN  Palangka

Raya dan ditandatangani oleh Pembanding dengan menyertakan akta Panitera

dan harus segera dikirim ke PT.TUN disertai  akta pencabutan yang ditanda

tangani Panitera.

Pendaftaran Perkara Kasasi

1. Meja pertama menerima pendaftaran terhadap permohonan Kasasi. Kemudian

berkas perkara diserahkan petugas pada meja pertama kepada Panitera Muda



Perkara . Permohonan Kasasi  dapat diajukan dalam waktu 14 (empatbelas)

hari setelah putusan PT.TUN diberitahukan kepada para pihak.

2. Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI Cabang

Palangka Raya Nomor : 0243-01-002022-30-5. Setelah membayar Pemohon

Kasasi memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli untuk berkas dan 1 lembar

fotocopy slip untuk Kasir. 

3. Kasir kemudian membukukan panjar biaya perkara kasasi pada Buku Jurnal

Keuangan  Kasasi  dan  Buku  Kas  Bantu  kemudian  membayarkan  Hak-Hak

Kepaniteraan kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.

4. Pengadilan wajib membuat akta pernyataan Kasasi dan Petugas meja kedua

mencatat  permohonan  Kasasi  tersebut  dalam  Register  Induk  Perkara  dan

Register Permohonan Kasasi.

5. Permohonan  Kasasi  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  harus  telah

disampaikan  kepada  lawannya.  Petugas  meja  kedua  mencatat  tanggal

penerimaaan memori dan kontra memori Kasasi  dalam Register Induk Perkara

dan Buku Register Permohonan Kasasi.

6. Dalam waktu  65  (enam puluh lima)  hari  sejak  permohonan kasasi  diajukan

berkas harus dikirim ke Mahkamah Agung RI dan biaya permohonan kasasi

untuk  MARI  dikirim  Kasir  melalui  BNI  dengan  Transaksi  Virtual  Account

sesuai dengan Surat Panitera MA RI No. 2167/PAN/KU.00/8/2015 tanggal 23

Agustus  2017 dan  apabila  terjadi  gangguan  dapat  disetorkan  melalui  BNI

Syariah dengan Nomor Rekening :  179179175 dan bukti pengiriman uang

dilampirkan dalam berkas perkara.



7. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI

melalui Ketua PTUN Palangka Raya yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi

dan harus segera dikirim disertai  akta pencabutan permohonan kasasi  yang

ditandatangani oleh Panitera. 

Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

1. Meja  pertama  menerima  pendaftaran  terhadap  permohonan  PK.  Kemudian

berkas perkara diserahkan petugas pada meja pertama kepada Panitera Muda

Perkara  .  Permohonan  PK  dapat  diajukan  dalam  waktu  180  (seratus

delapanpuluh) hari dalam hal apabila ditemukan bukti-bukti baru  (Novom) yang

bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

atau apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim.

2. Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI Cabang

Palangka Raya Nomor : 0243-01-002022-30-5.  Setelah membayar Pemohon

PK memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli  untuk berkas dan 1 lembar

fotocopy slip untuk Kasir. 

3. Kasir  kemudian  membukukan  panjar  biaya  perkara  pada  Buku  Jurnal

Keuangan Permohonan PK dan Buku Kas Bantu kemudian membayarkan Hak-

Hak Kepaniteraan kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.

4. Pengadilan  wajib  membuat  akta  pernyataan  PK  dan  Petugas  meja  kedua

mencatat permohonan PK tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register

Permohonan PK.



5. Permohonan  PK  dalam  tenggang  waktu  14  (empatbelas)  hari  harus  telah

disampaikan kepada lawannya. 

6. Biaya permohonan PK untuk MARI dikirim Kasir melalui BNI dengan Transaksi

Virtual  Account sesuai  dengan  Surat  Panitera  MA  RI  No.

2167/PAN/KU.00/8/2015  tanggal  23  Agustus  2017 dan  apabila  terjadi

gangguan dapat disetorkan melalui  BNI Syariah dengan Nomor Rekening :

179179175 dan bukti pengiriman uang dilampirkan dalam berkas perkara.

7. Pencabutan  permohonan  PK  diajukan  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  RI

melalui  Ketua PTUN Palangka Raya yang ditandatangani oleh Pemohon PK

dan  harus  segera  dikirim  disertai  akta  pencabutan  permohonan  PK  yang

ditandatangani oleh Panitera.

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

1. Meja  pertama  menerima  pendaftaran  terhadap  permohonan  Eksekusi.

Kemudian  berkas  perkara  diserahkan  petugas  pada  meja  pertama  kepada

Panitera Muda Perkara . 

2. Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI Cabang

Palangka Raya Nomor : 0243-01-002022-30-5. Setelah membayar Pemohon

Eksekusi  memfotocopy slip  rangkap  2  (dua),  yang  asli  untuk  berkas  dan  1

lembar fotocopy slip untuk Kasir. 

3. Kasir  kemudian  membukukan  panjar  biaya  perkara  pada  Buku  Jurnal

Keuangan Permohonan Eksekusi dan Buku Kas Bantu. 



4. Petugas meja kedua mencatat permohonan Eksekusi tersebut dalam Register

Induk Perkara dan Register Permohonan Eksekusi.

Biaya Perkara

1. Biaya perkara terdiri dari :

- Biaya  proses  perkara,  meliputi  biaya  panggilan,  pemberitahuan,

pemeriksaan  setempat,  sumpah,  saksi,  penerjemah  dan  lain-lain  yang

dicatat dalam buku jurnal.

- Hak-Hak  Kepaniteraan,  terdiri  dari  biaya  materai,  redaksi  leges,

pencatatan  banding,  kasasi,  PK  dan  lain-lain  yang  merupakan

Pendapatan Negara Bukan Pajak.

2. Kasir melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.

3. Biaya  pencatatan  permohonan  banding,  kasasi  dan  PK  dikeluarkan  Kasir

setelah diterimanya panjar biaya perkara.

4. Biaya materai, redaksi dan leges dikeluarkan Kasir pada saat perkara putus.

5. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari.

6. Buku Keuangan perkara terdiri dari :

- Jurnal Perkara Gugatan

- Jurnal Permohonan Banding

- Jurnal Permohonan Kasasi

- Jurnal Permohonan PK

- Jurnal Permohonan Eksekusi (Dibuat sendiri)

- Buku Induk Keuangan Perkara



- Buku Hak-Hak Kepaniteraan

7. Buku  jurnal  diberi  nomor  halaman  dan  ditanda  tangani  serta  diparaf  Ketua

PTUN Palangka Raya.

8. Buku Induk Keuangan dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan

dan diketahui oleh Panitera dan Ketua PTUN Palangka Raya. Pada saat ditutup

dijelaskan keadaan uang menurut buku kas dan menurut kas sesungguhnya.

9. Buku Hak-Hak Kepaniteraan dicatat dan disetor berdasarkan penerimaan uang

hak-hak kepaniteraan yang disertai tanda tangan dan nama terang Bendahara

PNBP.

10. Buku  Jurnal  dan  Buku  Induk  Keuangan  setiap  tahun  selalu  diganti  (tidak

digabung dengan tahun sebelumnya).

Persiapan Persidangan

PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

1. Majelis Hakim terdiri dari 3 orang Hakim

2. Petugas meja kedua mencatat penunjukan Majelis Hakim dalam Buku Register

Perkara.

3. Berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya diserahkan kepada

Majelis Hakim yang ditunjuk setelah lengkap dengan formulir Penetapan Hari

Sidang.

Penetapan Hari Sidang



1. Panitera Muda Perkara dalam waktu 3 (tiga) hari  sudah meyerahkan berkas

perkara  yang  sudah  dilampiri  penetapan  hari  sidang  kepada  Ketua  Majelis

Hakim yang ditunjuk.

2. Majelis  Hakim  mempelajari  berkas  selambat-lambatnya  7  hari  setalah

ditetapkan hari sidang.

3. Petugas meja kedua mencatat hari sidang dan penundaan sidang dengan tertib

berdasarkan laporan Panitera Pengganti dalam Buku Register Perkara.

Panggilan Para Pihak

Panggilan  terhadap para  pihak untuk  menghadiri  sidang dilakukan dengan surat

tercatat yang dikirim oleh  juru sita pengganti  melalui Kantor Pos yang disertai resi

pengiriman  sebagai  bukti  untuk  nantinya  diserahkan  kepada  Bendahara  Perkara

sebagai bukti  pengeluaran biaya  perkara  yang  bersangkutan  dan  Bendahara

mencatatnya dalam Buku Keuangan Perkara.

Persidangan

a. Sidang pengadilan di PTUN Palangka Raya dimulai pada Jam 10.00 WIB, kalau

keadaan luar biasa sidang dimulai pada waktu yang lain dan sudah diumumkan

terlebih dahulu.

b. Apabila Ketua Majelis yang ditunjuk berhalangan, maka Ketua PTUN Palangka

Raya menunjuk Ketua Majelis yang baru dengan penetapan.

c. Apabila  salah  seorang Hakim Anggota  berhalangan sementara,  maka dapat

ditunjuk Hakim lain sebagai pengganti.



d. Sidang di  PTUN Palangka Raya dilaksanakan di  dalam ruang sidang utama

dan Pemeriksaan Persiapan dilakukan diruang Pemeriksaan Persiapan.

e. Panitera  Pengganti  yang  ikut  bersidang  membuat  Berita  Acara  Sidang  dan

sudah selesai diketik dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya. 

f. Panitera  Pengganti  melaporkan  semua  perkembangan  perkaranya  kepada

Petugas meja kedua untuk dicatat dalam Buku Register Perkara.

Berkas

a. Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan

dan semua kegiatan proses penyidangan yang selalu disimpan di PTUN.

b. Bundel B untuk Banding merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali

dengan  permohonan  pernyataan  banding  serta  semua  kegiatan  berkenaan

dengan adanya permohonan banding.

c. Bundel B untuk Kasasi menjadi arsip berkas perkara kasasi pada Mahkamah

Agung.

d. Bundel  B untuk Peninjauan Kembali  menjadi  arsip  berkas perkara PK pada

Mahkamah Agung.

e. Bundel untuk Eksekusi menjadi arsip berkas perkara Eksekusi.

Register, Laporan Dan Pengarsipan

a.      Register Perkara



 Register Induk Perkara PTUN Palangka Raya ditandatangani  pada halaman

pertama dan  halaman terakhir,  serta  dibubuhi  paraf  pada  tiap-tiap  halaman

dengan menyebutkan halamannya oleh Ketua PTUN Palangka Raya.

 Buku Register  berkaitan  dengan jurnal  terdiri  dari  :  Register  Induk Perkara,

Register  Perkara  Gugatan/Perlawanan,  Register  Permohonan  Banding,

Register Permohonan Kasasi, Register Permohonan PK dan Register Eksekusi.

 Buku Register  PTUN Palangka Raya setiap  tahun selalu  berganti  dan tidak

digabung dengan tahun sebelumnya.

 Buku Register  Banding,  Kasasi,  PK dan Eksekusi  ditutup setiap akhir  tahun

oleh Panitera serta diketahui Ketua PTUN Palangka Raya.

b.      Laporan

 PTUN Palangka Raya membuat laporan tentang keadaan perkara, keuangan

perkara dan kegiatan Hakim.

 Asli laporan dikirim kepada Ketua PT.TUN dengan tembusan dikirimkan kepada

Mahkamah Agung RI

 Laporan Keadaaan Perkara, Keuangan Perkara dan Jenis Perkara dibuat pada

setiap akhir bulan.

 PTUN Palangka Raya juga membuat laporan Triwulan ( Maret, Juni, September

dan  Desember)  dan  laporan  Semester  (Juni  dan  Desember)  serta  Laporan

Tahunan yang terdiri  dari  Laporan Keadaan Perkara,  Laporan Perkara yang

dimohonkan  Banding,  Laporan  Perkara  yang  dimohonkan  Kasasi,  Laporan

Perkara yang dimohonkan PK, Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi,



Laporan Kegiatan Hakim,  Laporan Keuangan Perkara  dan Laporan Perkara

Gugatan yang masuk dan diputus.

c. Arsip Perkara

 Setelah putusan dikirim ke para pihak, Petugas meja ketiga menyimpan berkas

perkara untuk keperluan arsip.

 Berkas perkara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berkas yang masih berjalan

(aktif) dan arsip berkas perkara (Non aktif). Berkas Aktif dikelola Kepaniteran

Perkara sedangkan yang Non Aktif diserahkan ke Kepaniteraan Hukum..

2. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Setelah menunggu ± 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya  mengalami  penyesuaian  atau  kenaikan  tunjangan  kinerja  yang

signifikan.

Kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri  Sipil  ini  diatur dalam Surat

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (SK  KMA)  No.

128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014. Penyesuaian tunjangan kinerja

ini  juga  untuk  mendukung  upaya  peningkatan  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil,

Anggota TNI  dan Anggota  Polri  di  Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.  Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal



01 Juli 2014 sehingga pembayaran tunjangan kinerja juga berlaku mulai tanggal

tersebut.

Seiring dengan kenaikan remunerasi di lingkungan Mahkamah Agung RI

dan  Badan  Peradilan  yang  berada  dibawahnya,  area  perubahan  di  berbagai

bidang menjadi program pokok Mahkamah Agung. Bila sebelumnya Mahkamah

Agung  memberlakukan  pembaharuan  mengenai  jam  hadir  dan  jam  pulang

pegawai dengan sistem finger scan,  setelah adanya kenaikan yang signifikan

Mahkamah  Agung  memberlakukan  sistem  komputasi  terpadu  yang  disebut

KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional).

Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  sejak  mulai

diberlakukannya  aplikasi  tersebut,  juga  telah  melakukan  pelaporan  melalui

aplikasi KOMDANAS. 

Adapun pedoman untuk remunerasi tetap menggunakan Surat Keputusan Ketua

MA RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009.

Dalam rangka persiapan kenaikan pangkat  otomatis,  pensiun  otomatis,

pengusulan  jabatan  dan  kenaikan  pangkat,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara

Palangka  Raya  telah  memberlakukan  dan  menginput  data  kedalam  Aplikasi

Sistem Kepegawaian (SIKEP) MA RI.

Sebagai wujud reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Ketua

MA  RI  pada  tanggal  08  Oktober  2015  telah  menandatangani  Peraturan

Mahkamah  Agung  (PERMA)  tentang  organisasi,  tata  kerja  kepaniteraan  dan

kesekretariatan  pengadilan.  PERMA  No.  7  Tahun  2015  mengatur  tentang

pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengusulkan nama-nama

pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka

Raya  untuk  menduduki  jabatan  baru  dan  berdasarkan  Petikan  Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 39/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal

16 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2015 (pelantikan Sekretaris

dan  Kepala  Sub  Bagian)  dan  pada  tanggal  30  Desember  2015  (pelantikan

Panitera)  telah  menjalankan  dan  melaksanakan  PERMA No.  7  Tahun  2015

perihal pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan yang dapat dilihat

dari perubahan susunan struktur organisasi di  Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya (terlampir).

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

a. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan  adminstrasi  keuangan  pada  Pengadilan  Tata

Usaha Negara Palangka Raya pada tahun 2017 mengacu kepada Undang-

Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2014 seperti  :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan

Negara;



3. Undang-Undang  RI  No.  15  Tahun  2005  tentang  Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

atas  Peraturan  Presiden   No.  54  Tahun  2012  Tentang  Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7. DIPA BUA  Tahun  Anggaran  2017  No.  DIPA-005.01.2.578843/2017 Tanggal

07  Desember  2016 dan DIPA Dirjenmiltun  Tahun Anggaran 2017 No.  DIPA-

005.05.2.578844/2017 Tanggal 07 Desember 2017;

8. Surat  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI  No  :  365/PA/SK/XII/2016

Tanggal  13  Desember  2015  Tentang  Penunjukan  Pejabat  Kuasa  Pengguna

Anggaran/Kuasa  Pengguna  Barang  pada  Satuan  Kerja  di  Lingkungan

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 

b. Ruang Lingkup 

Ruang  lingkup  administrasi  keuangan  meliputi  :  perencanaan,

penganggaran  (penyusunan  anggaran),  pelaksanaan  anggaran,

pertanggung  jawaban  dan  pelaporan  serta  pengawasan  pelaksanaan

anggaran.



Pada Tahun Anggaran 2017 dengan keterbatasan anggaran Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk meningkatkan kinerjanya secara

optimal,  senantiasa  melakukan  penyempurnaan  dalam  pengelolaan

anggaran agar lebih akuntabel,  efektif  dan efisien.  Kebijakan  Pengadilan

Tata  Usaha Negara  Palangka Raya dalam rangka pengelolaan anggaran

tahun 2016 perlu dicermati antara lain :

1. Alokasi Anggaran 

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

mendapat 2 DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA Dirjen Badilmiltun dengan

anggaran  sebesar  Rp.  4.672.688.000,-.   Anggaran  tersebut   terbagi  3

dalam program yaitu : 

1.  Program  Dukungan  Manajemen  dan  Pelaksanaan  Tugas  Teknis

Lainnya Mahkamah Agung  dengan anggaran Rp. 4.575.688.000,-.   

2. Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Mahkamah

Agung dengan anggaran Rp. 97.000.000,-.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara  dengan anggaran Rp. 26.700.000,-.

Dengan perincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 3.717.304.000,-

2. Belanja Barang (DIPA 01) Rp.    858.384.000,-

3. Belanja Barang (DIPA 05) Rp.        26.700.000,-

4. Belanja Modal Rp.        97.000.000,- 



2. Revisi Anggaran

Untuk menyesuaikan dengan keperluaan Kantor Pengadilan Tata Usaha

Negara  Palangka  Raya.   Sub  Bagian  Umum  dan  Keuangan  telah

melakukan perubahan anggaran sesuai dengan keperluaan.  Pengadilan

Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  telah  melakukan  1  kali  revisi

anggaran  yaitu :

1. Revisi  1  DIPA  No.  DIPA-005.01.2.578843/2017 Tanggal  27

Desember 2017 dengan nilai pagu Rp. 4.673.688.000,-.  Revisi ini

terkait dengan pergeseran pagu Belanja Barang, Belanja Modal dan

Perbaikan Rencana Penarikan.. 

3. Realisasi Anggaran Belanja dan PNBP

Realisasi Anggaran  Belanja Satuan  Kerja  Pengadilan  Tata  Usaha

Negara  Palangka Raya  dalam mengelola  keuangan negara  melalui  2

DIPA  Tahun  2017 No.  DIPA-005.01.2.578843/2017 dan  No.  DIPA-

005.05.2.578844 /2017 Tanggal 07 Desember 2016 adalah sebesar Rp.

4.866.757.977,- atau 82,28% dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2017
(dalam Rupiah)

No. Uraian Anggaran Realisasi
Realisasi diatas/

(dibawah)
Anggaran

% Realisasi
Anggaran

1. Bel. Pegawai (01)

3.717.304.000,

-

3.041.786.577,

- (675.517.423,-) 81,84

2. Bel. Barang (01) 858.384.000,- 712.621.400,- (145.762.600,-) 83,02

Bel. Barang (05) 26.700.000,- 19.200.000,- (7.500.000,-) 71,91

3. Bel. Modal (01) 97.000.000,- 93.150.000,- (3.850.000,-) 96,03

Jumlah Belanja 4.699.388.000, 3.866.757.977,- (832.630.023,-) 82,28



-

Sedangkan untuk  Realisasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Tahun  Angaran  2017  melalui  2  DIPA sebesar  Rp.  20.815.066,- atau

173,16% dari target PNBP Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut

: 

REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2017

N
O.

MAP URAIAN JENIS PNPB JUMLAH 

I. Pendapatan Jasa   

 423141
Pendapatan Sewa Gedung, Tanah dan 
Bangunan 3.551.490

II.
Pendapatan

Kejaksaan/Peradila
n   

 423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah 
pada Panitera Badan Peradilan 246.000

 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 2.640.000

 423419
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 
lainnya 2.316.600

III.
Pendapatan lain -

lain   
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 57

 423991
Pendapatan kembali Persekot / Uang Muka 
Gaji 12.060.919

  Jumlah I s/d III 20.815.066

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam pencatatan pengelolaan anggaran dan aset setiap satker telah

menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan,



yakni  SAIBA,  Persediaan,  SIMAK-BMN  dan  SIMAN.  Aplikasi  SAIBA

mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan realisasi anggaran,

sedangkan  aplikasi  SIMAK-BMN  dan  Persediaan  mencatat  seluruh

transaksi  yang  berkaitan  dengan  BMN  dan  Persediaan.  Aplikasi

SIMAKBMN  dan  SAIBA  digunakan  satker  untuk  mencatat  seluruh

transaksi  aset  dan  keuangan  masing-masing.  Termasuk  di  dalamnya

pembelian  aset,  pengurangan nilai,  pengembangan  nilai,  dan  transfer

masuk  dan  keluar.  Aplikasi  SAIBA  digunakan  sebagai  pembukuan

transaksi realisasi anggaran belanja atau realisasi anggaran pendapatan.

Untuk  mempercepat  proses  pembuatan  laporan  keuangan  dan  asset

semua  satker  menggunakan  media  e-mail  dalam  proses  pelaporan.

Penggunaan  e-mail  diharapkan  dapat  menghemat  waktu  pelaporan

tetapi 

dalam  prakteknya  masih  ditemukan  hambatan  teknis.  Untuk

mengatasinya 

Mahkamah  Agung  RI  mengembangkan  aplikasi  yang  disebut

Komdanas, 

singkatan  dari  Komunikasi  Data  Nasional.  Fungsi  utama  aplikasi

Komdanas 

adalah untuk : 

(1) Melakukan kompilasi seluruh data pegawai, keuangan, aset, dan

remunerasi  serta  keuangan  perkara  yang  disimpan  dalam

database sentral; 



(2) Melakukan verifikasi data yang sudah tersimpan secara otomasi,

sehingga  kesalahan  transaksi  dapat  dideteksi  sebelum  periode

laporan berakhir; 

(3) Menghasilkan  laporan  keuangan  sesuai  format  yang  berlaku.

Penggunaan  aplikasi  ini  terbukti  dapat  membuat  proses  kompilasi,

verifikasi data, dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran dan aset

lebih  efisien  dan efektif  serta  cepat.   Dengan  ada  SK KMA Nomor  :

128/KMA/SK/VIII/2014  Tanggal  08  Agustus  2014   Komdanas  juga

digunakan  sebagai  alat  untuk  pelaporan  absensi  pegawai  serta

pengajuan pertanggungjawaban tunjangan khusus kinerja bagi pegawai

Mahkamah Agung RI.

5. Administrasi Keuangan

Tugas-tugas pokok dan fungsi  dari  Sub Bagian Keuangan antara lain

yaitu :

1. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan dalam mengelola

DIPA  satuan  kerja  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah

serahkan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

2. Mengkonsep  surat  keluar  untuk  membalas  surat  masuk  yang

berkaitan dengan kegiatan Subbag Keuangan

3. Melakukan  dan  Meneliti  Kesesuaian  Hasil  Rekonsiliasi  antara

realisasi yang telah dilakukan dengan data yang ada di KPPN.



4. Menyusun  Laporan  Keuangan  Anggaran  Bulanan  berupa  Laporan

Realisasi  Anggaran  baik  secara  manual  maupun  melalui  aplikasi

SAKPA.

5. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Menyusun Catatan

Atas  Laporan  Keuangan  Semesteran  untuk  Satuan  Kerja  dan

Koordinator Wilayah.

6. Menyusun Laporan Keuangan Tahunan dan Menyusun Catatan Atas

Laporan  Keuangan  Tahunan  untuk  Satuan  Kerja  dan  Koordinator

Wilayah. 

7. Menyusun Usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga

Tahun yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dari Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya

8. Mengusulkan  Revisi  DIPA  apabila  diperlukan  sesuai  dengan

ketentuan yang ada.

Adapun tahapan-tahapan administrasi keuangan yang telah diditetapkan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

 Tahap Persiapan

1. Satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui

Pejabat  Kuasa  Pengguna   Anggaran  menunjuk  Bendahara

Pengeluaran, Pejabat Penguji SPP Penanda tangan  SPM, Pejabat

Pembuat Komitmen dan Bendahara Penerima serta Staf Pengelola

Keuangan. 

2. Pembuatan Spesimen tanda tangan masing-masing pejabat 



 Tahap Pelaksanaan

1. Bendahara Pengeluaran membuat  spesimen tanda tangan dan

dikirimkan ke Bank Operasionalnya Mitra Kerja dan KPPN

2. Bendahara  Pengeluaran  mengajukan  Surat  Pemintaan

Pembayaran UP melalui  Pejabat  Penguji  SPM yang besarnya

1/12,  1/18,  1/24  dari  pagu  anggaran  dengan  mengaju  pada

peraturan menteri keuangan yang berlaku.

3. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran (menggunakan

Uang  Persediaan)  terhadap  setiap  pengeluaran  yang  telah

sesuai  dengan ketentuan yang berlaku serta mempertanggung

jawabkan dengan SPP GUP melalui Pejabat Penguji SPM dan

mengirimkannya  ke  KPPN  dan  apabila  Uang  Persediaan

tersebut tidak mencukupi kebutuhan dan mengajukan SPM TUP.

4. Bendahara  melakukan  pembukuan  atas  semua  pengeluaran

yang telah dilakukan serta membuat Laporan Realisasi Anggaran

secara  bulanan,  triwulan,  semesteran  dan  tahunan  kepada

Kuasa Pengguna Anggaran.  

5. Bendahara  Pengeluran  membuat  laporan  keadaan  kas  dan

membuat  estimasi  pengeluaran  setiap  bulan  kepada  Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Bendahara  Penerima   menerima  setoran  PNBP  dan

menyetorkannya  ke  Bank  Persepsi  sehari  setelah  diterimanya

setoran PNBP dan membuat pembukuannya.



7. Jenis-jenis PNBP yang ada yaitu : 

 Pendapatan Penjualan, sewa, jasa dan bunga

 Pendapatan kejaksaan dan peradilan

 Pendapatan lain-lain  

 Tahap Akuntansi dan Pelaporan

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah

melakukan  kegiatan  pelaporan  melalui  Sistem  Akuntansi  Instansi

yang didalamnya terdapat dua kegiatan yaitu : 

1. Sistem  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  merupakan  serangkaian

prosedur  yang  saling  berhubungan untuk  mengelola  dokumen

sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan

laporan keuangan.  Kegiatan ini  dilakukan oleh Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

2. Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntasi  Barang  Milik  Negara

(SIMAK  BMN)  merupakan  serangkaian  prosedur  yang  saling

berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka

menghasilkan  informasi  untuk  menyusun  neraca  dan  laporan

BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.  Kegiatan ini dilakukan oleh Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB).

3. Laporan keuangan  yang  dihasilkan  oleh  unit  akuntasi  instansi

terdiri  dari  :  Laporan Realisasi  Anggaran, Neraca dan Catatan

Atas Laporan Keuangan.



 Tahap Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam

melakukan  Kegiatan  Perencanaan  dan  Penyusunan  Anggaran

dengan cara :

1. Melakukan  inventaris  data-data  yang  diperlukan  dalam

penyusunan RKA-KL.

2. Melakukan  penyusunan  RKA-KL  berdasarkan  usulan  rencana

kerja  dan  anggaran  masing-masing  sub  bagian  yang  ada  di

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

3. Melakukan  rapat   untuk  memantapkan  dokumen RKA-KL dan

bila  sudah  sempurna  dikirimkan  ke  Mahkamah Agung  Melalui

Pengadilan Tingkat Banding.

4. Melakukan penyusunan RKA-KL kembali dengan menggunakan/

menyesuaikan  pagu  sementara   dilengkapi  dengan  data

pendukung  penyusunan  RKA-KL  dan  kemudian  diajukan  ke

Pengadilan Tingkat Banding.

5. Melakukan  Penelaahan  RKA-KL  dengan  Kanwil  Direktorat

Jenderal Anggaran serta melakukan perbaikan apabila terdapat

kesalahan-kesalahan.

6. Membuat  Konsep  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)

dan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) serta databasenya

dikirimkan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



7. Kanwil Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan   menerbitkan surat

pengesahan DIPA dan dikirimkan ke Koordinator Satuan Kerja

(Proses penyusunan DIPA selesai).

SUB BAGIAN UMUM

Bahwa administrasi umum adalah mencatat dan membukukan seluruh

barang inventaris, dan mencatat surat masuk dan surat keluar, memberikan

nomor surat keluar dan mengirimkan lewat kantor Pos dan ke instansi dalam

Propinsi Kalimantan Tengah, dan memberikan nomor terhadap setiap barang

inventaris yang ada dikantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Data  pelaksanaan  tugas-tugas  umum  telah  dilaksanakan  sesuai

dengan buku Pedoman Barang Inventaris  yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung RI yang meliputi sebagai berikut :

1 Buku Induk Barang Inventaris.

2 Buku Induk untuk mencatat surat masuk/keluar.

3 Buku Inventaris Intra Komptabel.

4 Buku Inventaris Ekstra Komptabel.

5 Membuat  dokumen-dokumen barang – barang inventaris pada setiap unit

pengurus barang ( UPB ) yaitu :

a. Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI).

b. Daftar Inventaris Ruangan (DIR).

c. Kartu Inventaris Barang (KIB).

d. Daftar Inventaris Barang (KIB).



e. Laporan Mutasi Barang Inventaris Triwulan (LMBT).

f. Membuat Laporan Barang Milik Negara Per semester I, II.

g. Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

h. Laporan Kondisi Barang (LKB).

i. Daftar Inventaris Lainnya (DIL).

6 Mengurus surat  perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 (empat)

dan Roda 2 (dua) milik kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya.

7 Mengkoordinasikan  pendistribusian,  pengelolaan  atas  surat  masuk

dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.

4. SUB  BAGIAN  PERENCANAAN,  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN

PELAPORAN

Untuk  mendukung  keterbukaan  informasi  dan  pelayanan  publik  di  pengadilan,

Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara

di pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan web

based aplication,  suatu  aplikasi  yang terinstall  di  server  dan diakses menggunakan

penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet atau

intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan

dan menunjang semua petugas pengadilan dalam menjalankan tupoksinya.

Untuk  mendukung  kelancaran  jalannya  sistem  tersebut,  Pengadilan  Tata  Usaha

Negara Palangka Raya telah mengadakan perubahan tampilan website kantor sesuai



dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Rancangan dan Prinsip

Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Adapun tampilan website berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

No.  1-144/KMA/SK/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di  Pengadilan,

khususnya informasi tentang Pedoman Peradilan, Jadwal Sidang, Publikasi Putusan,

Sarana dan Prasarana serta Informasi Lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang

mencari keadilan, meliputi informasi umum sebagai berikut :

 Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

 Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;

 Informasi yang dikecualikan.

Selain membangun dan mengembangkan sistem aplikasi SIPP, Mahkamah Agung

RI  juga  mengembangkan  aplikasi  baru  untuk  mendukung  kelancaran  pelayanan

pengadilan berbasis teknologi informasi yaitu ATR dan E-SKUM.

Audio Test  Recording (ATR) adalah seperangkat  alat  untuk merekam sidang

yang fungsinya mampu merubah suara menjadi  tulisan dengan tujuan sebagai  alat

control persidangan. ATR itu sendiri muncul dengan tujuan mempercepat para pencari

keadilan mendapat salinan keputusan dan meminimalisir kesalahan isi putusan. 

Sedangkan E-SKUM merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menghitung sendiri

jumlah  biaya  panjar  perkara  yang  harus  dibayar  para  pihak.  E-SKUM  diwujudkan

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

ATR  dan  E-SKUM  itu  sendiri  merupakan  inovasi  yang  dikompetisikan  dalam

Kompetisi  Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2015, dan Mahkamah Agung RI mulai

mereplikasikan ATR dan  E-SKUM sebagai  inovasi  aplikasi  terbaik  berbasisteknologi



informasi dalam Workshop Replikasi Pelayanan Peradilan pada tanggal 20- 22 Oktober

2016 pada 16 pengadilan tingkat pertama. Inovasi Audio Test Recording merupakan

aplikasi yang dikembangkan oleh Pengadilan  Agama Kepanjen dan E-SKUM aplikasi

yang  dikembangkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Pekan  Baru.  Inovasi  ini  memfasilitasi

kebutuhan  mendesak  publik  atas  pelayanan  pengadilan  dengan  berbasis  teknologi

informasi. 

Kedua layanan berbasis teknologi ini nantinya dapat direplikasi  dan dimanfaatkan

diseluruh  pengadilan  di  Indonesia. Dalam  belanja  modal  tahun  anggaran  2017,

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  telah  menyediakan  Audio  to  Text

Recording dan E-SKUM dan diharapkan dapat mulai beroperasi di tahun 2018.



BAB IV

PENGAWASAN 

A. INTERNAL

Pengawasan  internal  yang  dimaksud  adalah  Pengawasan  yang  dilakukan

Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Hakim Pengawas Bidang. Satuan Pengawas Intern

(SPI) dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan sesuai pasal 116 Perpres no. 54

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah   yaitu  Kementerian  /

Lembaga  /  Departemen  /  Instansi  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  Pejabat

Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan di lingkungan

Kementerian  /  Lembaga  /  Departemen  /  Instansi  masing-masing,  dan  menugaskan

aparat pengawasan internal yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan

ketentuan.  



Pengawasan Internal yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat

sebagai pengawasan pengendalian  yang  terus  menerus,  dilakukan  oleh  Hakim

Pengawas  Satuan  Pengawas  Intern  (SPI) secara  preventif  dan  represif  agar

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana kegiatan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam  rangka  pelaksanaan  Satuan  Pengawas  Intern  (SPI) dilingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah dibentuk Hakim Pengawas Satuan

Pengawas  Intern  (SPI) oleh  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya

dengan  Surat  Keputusan  Nomor  :  W2-TUN6/070/K/PW.03.09/I/2017  tanggal  03

Januari 2017 (terlampir). Sesuai dengan SK tersebut dibentuk Satuan Pengawas Intern

(SPI)  mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan pengawasan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya terhadap pengelolaan keuangan (DIPA) Tahun Anggaran 2017 khususnya

dalam pengadaan barang dan jasa (belanja modal);

2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan atau tanpa rekomendasi;

3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya rutin setiap bulan; 

4. Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006.

Hasil  pengawasan yang  dilakukan  Satuan  Pengawas  Intern  (SPI)  dilaporkan

secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa

rekomendasi untuk ditindaklanjuti. 



B. EVALUASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2017  mendapat

2 DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA Dirjen Badilmiltun.  Pada Tahun 2017 terdapat belanja

modal maka berdasarkan  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya W2-TUN6/070/K/PW.03.09/I/2017 tanggal 03 Januari 2017,  Satuan

Pengawas Intern (SPI)  mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan intern

terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2017 khususnya

dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Belanja Modal).

Untuk Pengawasan  dalam sub-sub  bagian  Kepaniteraan  dan  Kesekretariatan

dibentuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya No. W2-TUN6/079/K/PW.03.09/I/2017 tanggal 03

Januari 2017 (terlampir).  Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan membuat laporan

bidang  masing-masing  setiap  triwulan  yang  diserahkan  kepada Hakim  Pengawas

Bidang untuk dipelajari kemudian diperiksa selanjutnya berbagai temuan akan menjadi

bahan  untuk  ditindaklanjuti.  Hasil  pemeriksaan  oleh  Hakim  Pengawas  Bidang  akan

dilaporkan kepada Koordinator Pengawas Bidang yang selanjutnya Ketua Koordinator

membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Palangka Raya berupa rekomendasi  yang nantinya berguna sebagai

bahan  pertimbangan  pimpinan  Pengadilan  untuk  menentukan  arah  kebijakan  dan

tindak-lanjut yang diperlukan. 



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN :

 Pengadilan Tata Usaha Negara  Palangka Raya merupakan pengadilan tingkat

pertama bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama antara orang atau badan

hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diambil dengan UU.

No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

 Secara  umum  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  telah

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara terhadap masyarakat

pencari keadilan secara transparan.

3. Memberikan  pelayanan  administrasi  umum  kepada  semua  unsur  di

lingkungan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (umum,  kepegawaian  dan

keuangan).

 Penataan dan  pengelolaan manajemen lembaga  peradilan  yang  transparan,

akuntabel,  efektif,  efisien, dipercaya,  responsif  dan produktif,  yang dilakukan



dengan  penuh  kesadaran  dan  tanggung  jawab,  dalam  rangka  mewujudkan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang agung.

B. REKOMENDASI :

 Dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan

pelatihan secara terus menerus, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia pada

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  dapat  melakukan  tugasnya

secara profesional, cakap dan terampil. 

 Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara perlu penambahan

dana dalam DIPA tahun 2017 guna menunjang pelaksanaan pekerjaan melalui

penambahan sarana dan prasarana. 

 Adanya  sistem  pengawasan  yang  efektif  dapat  mencegah  tindakan  serta

perilaku terhadap segala bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh setiap

warga  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  sehingga  perlu

ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
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